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PERAN DATA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN  

Data Informed 

Data dimanfaatkan untuk memperkuat dan 

memvalidasi keputusan yang dibuat oleh organisasi.  

Data-Driven : 
Data dan hasil analisa data yang muncul sudah sangat 

dipercaya sehingga organisasi bisa dapat langsung 

menggunakan keputusan tersebut untuk tujuan 

operasional dan strategis. 
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Sumber  : IYKRA(2018)   
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PERAN DATA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

Undang-undang  Nomor 25 Tahun 2004  tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab 

VII Pasal 31 yang menyatakan bahwa  perencanaan  

pembangunan  didasarkan pada data/ informasi 

yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 

tahun 2017 Pasal 13 ayat 1 bahwa: òPenyusunan 

rencana pembangunan daerah menggunakan 

data dan informasi perencanaan pembangunan  

daerah serta rencana tata ruangò.  
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PERAN DATA DALAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, 

DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD) 

Kegiatan review capaian 

prioritas dan target program 

RPJMD dimaksudkan untuk 

mengkaji arah kebijakan 

serta prioritas dan target 

kinerja program di tahun 

rencana, dengan 

mempertimbangkan 

pencapaian target kinerja 

sampai dengan tahun 

berjalan. Hasil kajian 

tersebut digunakan sebagai 

masukan dalam 

merumuskan permasalahan 

pembangunan dan 

perumusan prioritas dan 

sasaran pembangunan 

RKPD tahun rencana, 

dengan tujuan agar target 

kinerja RPJMD di akhir 

tahun periode RPJMD dapat 

tercapai.  
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INDIKATOR SASARAN RPJMD  

 

 

 

 

No Sasaran Indikator Target Target Tahunan 2018 

   1 
Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai 
dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan 

latar beBlakang lainnya 
Indeks Demokrasi  73,35 

   2 
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan 

Daerah yang transparan dan akuntabel 
Indeks Kepuasan Masyarakat 80,00 

   3 
Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin 

jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi 
masyarakat 

Indeks ketahanan pangan 
Ketersediaan 100%,Skor Pola 
Pangan Harapan (PPH) skor 

81 

4 
Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender 

serta ramah perempuan dan anak 
Indeks Pembangunan Gender 95,39 

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan 

kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.   

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ) 
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